S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor 068 IPM.00.02/K.SN-07/08/2024 26 Agustus 2024
Sifat Penting
Lampiran : -
Hal Imbauan  Netralitas ASN Pada Masa
Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati
Yth :

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jeneponto :

- H. Muhammad Sarif, SH.,MH & Moch Noer Alim Qalby, SH.,LL.M

Di -

H. Paris Yasir, SE., MM & Islam Iskandar, SH
Syamsuddin Karlos, SE & Dr. dr.H. M. Syafruddin Nurdin.,M.Kes
Efendi Al Qadri Mulyadi,SIP & H. Andry Arief Bulu, SE.,MM

Tempat

A. Dasar Hukum

7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI11/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.



SBAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dana Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota;

10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian
negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor
246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai Kedudukan Bawaslu Kabupaten dalam Pengawasan
Penyelenggaraan Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jeneponto


https://jdih.bawaslu.go.id/
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Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

Pasal 2

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai
dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI
dan Anggota Polri

a.  Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang berbunyi :

Pasal 2

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN,
Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat
yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara
berjenjang.

(2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota
Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung
JjJawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat
dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

b. Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang berbunyi :

Pasal 3
Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi
objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jeneponto
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Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan
Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau
Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing
lembaga/instansi.

3. Peraturan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara

a.  Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara, yang berbunyi :

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

b. Pasal 24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara, yang berbunyi :

Pasal 24

(1) Pegawai ASN wajib:

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintahan yang sah;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku
ASN;

d. menjaga netralitas; dan

e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman
disiplin.

(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap
Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan
disiplin Pegawai ASN.

c. Pasal 1 angka 14 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang berbunyi :
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14. Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota
Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepada kepentingan siapapun.

C. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan
pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto agar tidak melibatkan Aparatur Sipil
Negara dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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